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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916), UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 245, TLN No. 6735), PP 55 Tahun
2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), PP 23 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.
33, TLN No. 6635), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya
disebut DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam
kehutanan dana reboisasi. DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi digunakan untuk
membiayai kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut: rehabilitasi di luar
kawasan sesuai kewenangan provinsi; rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan
provinsi; pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan/atau jasa
lingkungan dalam kawasan; Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial;
operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan; pengendalian kebakaran hutan dan
lahan; perlindungan dan pengamanan hutan; pengembangan perbenihan tanaman
hutan; penyuluhan kehutanan; dan/atau strategis lainnya. Pelaksanaan kegiatan
tersebut dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan
perekonomian di Daerah termasuk namun tidak terbatas melalui mekanisme padat
karya, bantuan sarana produksi, dan/ atau bantuan bibit. Provinsi atau kabupaten/kota
dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari DBH DR dan Sisa DBH DR
Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota, untuk mendanai kegiatan penunjang yang
berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan. Dalam penyusunan
rancangan teknis, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi pengelolaan DAS dan
rehabilitasi hutan/lahan setempat untuk menentukan lokasi kegiatan berdasarkan peta
lahan kritis, peta kebakaran hutan dan lahan, dan peta penutupan lahan. Gubernur
menyusun laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi untuk
kegiatan tersebut tiap semester.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan
pada tanggal 31 Desember 2021.

- Lampiran: halaman 23-111.



